9.

10.

12,

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-lUndangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201!
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234] sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan,;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
scbagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
B573);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutarn Pajak
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun
2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5950);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (l.embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 4 Tahun
2012 tentang FPajak Reklame,

Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah Kabupaten Bomhbana;




hNenetapkan

14, Peraturan Bupati Bombana Nomor 13 Tahun 2012
tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan
Daerah Kabupaten Bombana Nomor 4 Tahun 2012
tentang Pajak Reklame sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Bombana Nomor 24 Tahun
2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati
Bombana Nomor 13 Tahun 2012 tentang Petunjuk
Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten

Bombana Nomer 4 Tahun 2012 tentang Pajak Rellame;

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAIIAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI BOMBANA NOMOR 13 TAHUN 2012
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN BOMBANA NOMOR 4 TAHUN 2012
TENTANG PAJAK REKLAME

Pasal I
Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Bombana
Nomor 13 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 4 Tahun
2012 tentang Pajak Reklame sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Bombana Nomor 24 Tahun 2015
Perubahan atas Peraturan Bupati Bombana Nomor 13
Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 4 Tahun

2012 tentang Pajak Reklame.

Ketentuan  Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut :
Pasal 6

(1) Guna memberikan pelayanan yang cepat dan
memudahkan perhitungan dan penetapan nilal sewa
reklame,maka ditelapkan dalam bentuk tabel yang
merupakan bhagian yang tidak terpisahkan dalam
Peraturan ini.

(2) Tabel sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah Nilai
Jual Obyek Pajak Reklame (NJOPR| dan Nilai Strategis
(NS) adalah sebagai berikut : /

Vs



i Nilai Jual |
Pajak | Nilai Strategis
Reklame |
Merssis Luas
No Jenis Reklame I-'da,k bidang |Lokasi Kelas
! | Jalan | Jalan
(Rp/M2) | (Rp|
- 100
il cm |
i 2 3 q 5 | &
Reklame Megatron/
Videotron/ LED : |
a. BEUMN ) 50.000
| b. BUMD _35.000 0
¢. Perusahaan o
E To.000 T ’
1. Skala Nasional ::; | Kelas| 460,000
d. Perusahaan =6.0600 A
| Skala Daerah ' !
| e. Lembaga Swasta | 40000 |
| I. Organisasi | 35.000
| g. Perseorangan | 30.000 | |
i : JIn
; || ekt Filihogid Per | 500,000 | Kelas | 300.000
{Bando Jalan) tahun | B
. Per Jln
3. | Reklame Billboard i 400.000 | Kelas ' 200.000
| | | ¢ ]
4. Reklame Papan Per 450,000
(Menempel) tahun | .
] NJOP | itai
Masa [Satuan - Strategis
N J Klam . — =
° enis e ¢ Pajak !. {(M2) | | Jalan
0-100 Cm:
| Belas A
i| 2 3 | 4 | 5 6
ey Ty R e |
Baltho/ Vertikal Per M2 100000  |50.000
Hanner minggu
' KainSpanduk/ Pe .
2 | Umbul-Umbul/ Im.nr | M2 30000 [50.000
Sunscream B
Selebaran/Brosur/ P
3 | Leafleat/Stiker/ Per bulan IFmEI:—'lr 40.000 20.000
Melelcat
Feklame Berjalan :
a. Mobil Bar tali Per [120.000 50,000 |
b. Motor €L AU yhah 75,000 100.000
¢. Gerobak 501,000 75,000
i Per £ :
S | Film,/ Slide Per bulan meni 15000 LG.000
6 | Reklame Suara Per hari {0000 20.000
| |
. Per !_. i ;
f | Udara Per bulan iaath [750.000 |500.000
& | Reklame Peragaan pcri;ﬂn 1,000.000 !m“.-u.ﬂl.'n}

I __1_/_
S LN A ik i | o R RERMEA AR s . 4 05 s 1t b i i



(3] Nilai Jual Obyek Pajak Reklame [NJOPE) sebagaimana
dimaksud ayal 2 adalah keseluruhan pembayvaran,
pengeluaran hiaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan
atau penyelenggaran rcklame termasuk dalam hal ini
adalah biava/harga beli bahan reklame, peragaan
penayangan, pengecetan, pemasangan dan
transportasi/pengangkutan dan lain sebagainya sampai
dengan bangun reklame rampung, dipancarkan,
diperagakan, ditayangkan dan atau terpasang di tempat
vang di izinkan.

(4] Nilai Sewa Reklame adalah menjumlahkan Nilai Jual
Obyek Pajak Reklame dengan Nilai Strategis [NSR=
JOPR+ NSj

(5) Luas Reklame adalah seluruh tempat vang dipergunakan
untuk memperkenalkan barang dan jasa menuarut
bentuk dan corak dengan tujuan komersial dilihat,
dibaca atau didengar di tempat wmum.

(6] Nilai Strategis (NS) lokasi reklame sebagaimana
dimaksud dalam ayat 2 adalah ukuran vang ditetapkan
pada titik Iokasi pemasangan reklame tersebut
berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan fata ruang
kota untuk berbagal aspek kegiatan di bidang usaha.
Ukuran Nilai Strategis dapat ditentukan berdasarkan
lokasi (kelas jalan).

(7) Dasar pengenaan pajak reklame adalah Nilai Sewa
Relklame (NSR) «dikali dengan Tarif Pajak yaitu sebesar
25% (dua puluh lima persen).

(8} Reklame yang luasnya kurang dari 1 (satu) meter persegi
dibulatkan menjadi 1 [satu] meter persegi. /




Pasal Il
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar sefiap orang mengetahuinva, memerintahkan
Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempalannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana.

Ditetapkan di Rumbi:
PARAF KOORDINASI itetapkan di Rumbia
NO [UNIT/SATUAN KERJA | PARAF pada tanggal, B9 Mager 2021
1 |Cckaty = ! n
& ' NG= BUPATI BOMBANA,
3 rﬁ'i:-.éq_i -l.h;q—_% —
4| fed. gD
5 |aRoID PennTANN

Jiundangkan di Rumbia
pada tanggal, 20 Mager 2021

SEKRETARIS DAERAH
SABUPATEN BOMBANA

JERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2021 NOMOR 2 ﬂ



PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BOMBANA
NOMOR ﬂ-g TAHUN 202 ]

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BOMBANA NOMOR 13
TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAI KABUPATEN BOMBANA NOMOCR 4 TAHUN 2012 TENTANG

vienimbang

Mengingat

PAJAK REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

:

BUPATI BOMBANA

bahwa Peraturan Bupati Bombana Nomor 13 Tahun
2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan
Daerah Kabupaten Bombana Nomor 4 Tahun 2012
tentang Pajak Reklame sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Bombana Nomor 24 Tahun
2015 belum sepenuhnya mendukung upaya dalam
optimalisasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah
Kabupaten Bombana sehingga dipandang perlu diubah
dan dilakukan penyesuaian;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan sct-agaiman%:
dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati
Bombana Nomor 13 Tahun 2012 tentang Petunjuk
Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten
Bombana Nomor 4 tahun 2012 tentang Pajak Reklame,

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3209). Z\



Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan
Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686);
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang
Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran
Negara Rcpublik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3686), sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan
Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987)
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6
Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3984,

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 {entang
Pembentukan  Kabupaten Bombana, Kabupaten
Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi
Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 (entang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 72, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4848);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (l.embaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahgn
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); [



	2021-04-12-09-17-34-01.pdf (p.1)
	2021-04-12-09-17-37-01.pdf (p.2)
	2021-04-12-09-17-39-01.pdf (p.3)
	2021-04-12-09-17-42-01.pdf (p.4)
	2021-04-12-09-17-46-01.pdf (p.5)
	2021-04-12-09-17-32-01.pdf (p.6)
	2021-04-12-09-17-32-02.pdf (p.7)

